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Seratus hari telah
lewat scjak Prabo-
wo Subianto dan
Gibran Rakabu-
ming Raka dilantik
sebagai presiden
dan wakil presiden
di negeri ini.

ejak itu, mercka menja-
lankan  pemicrintahan,
berupaya  mewujudian
Janji politiknya: Astacita. Meski
masih dimi untuk menilsi hasil,
penting memikirkan ke mana
mercka akan membowa res
peablien bermama Indonesta ini.
Masa 100 hari amat singkat
untuk mengukur keberhasilan
kebijakan, Selain itu, fokus pada
hasil copat (quick wins) bisa
untuk
terburu-burn dan jadi “ssal po-
pulis™. Padahal, tidak semun ke-
bijakan yang dicanangkan 100
harl pertama nkan segera me-
nunjukkan dampak nyata
Pemerintahan  Prabowo di-
mikai dengan janji melanjutkan
kehijakan Joko Widedo (Joko-
wi). Khususnya infrastrulktur
seperti Thu Kota  Nusantara
(IKN), hilirisssi, dan perdin-
dungan sosial. Ditambahlcan ju-
ga makan siang gratis (kini Ma-
kan Bergizi Gratis/ MBG), men-
cetak lahan pertanian, pemerik-
#aan hesehatan gratis, mendiri-
kan schkolah unggul, dan mena-
ikkan gaji ASN dan TN/ Polri—
spporti dalam daftar
hasil cepat terbaik (PHCT).
Mungkin karena  itu, sasl
publik ditanya kinerjanya ma-
vorilas mernsa puas (Kompas,
2001,/2025). Meski tak sedikit

sehalikmya,
khususmyn mereka dengan ak-
s padda  informasi | (Celios,
21/1/2025). Inti perkaramya bu-
kan soal angka kepuasan, me-
linkan tata kelola pemerin-
tnhan

Tata kelola tanpa tata

Persoalan tata kelola peme-
rintahan adalah masalah terbe-

sar 100 hari ini. Janji Prabowo

lemahkan demiokrusi,
mengabaikan linghungan, dan
memusatkan kelussann Kare-

na itw, janji “kebedanjutan®
mismbawa kikhawatiran: sikap

hilitas, tata kelola tanpa tata

Pertama, soal prioritas pem-
hangunmn. Proabowo  menegas-
kan: target pertumbuhan 8 per-
sen adalah target kobinet. Se-
mun  progrem  permhamgunan
mesti diarahlkan ke sana. Stabi-
lisasi ekonomi menjadi fondasi.
Harga pangan dan BEM dijaga,
bantuan sosial MBG

lai diialan) i i
uji eoba.
wab persoalan kunci: melebar-
nyn kesenjanpan walou kemis-
kinan menurun (3PS, 2024).
Meski program  kesejahieraan
makin terarah, disporitas regio-
nal tetap menjadi tantangan, di
samping kelas menengah yang
makin rentan jatuh miskin

Maka, i pemba-
ngunan Prabowo horus lebih
inklusif. Misalmya, pelaksanasn
MBG secara fop down selama
ini menuai kritik karena miskin
pelibatan  publik dan  hampir
tanpa keterbuloan. Tak hanya
kandungasn gizi dipertanyakan,
tetapi juga tatn kelolanya: ang-
garan. pencniuan menu, peng-
adbaan kst dan hahan, proses
penyiapan,  hingga  distribusi
dan penentuan loknsi sckolah

ma

Tak pernah ada komumnilosi

kebijukan MBG yang
komite sekolah dilitat-

diskusi, siswa-siswi diminta be-
ri masukan, atou UMEM dan
warumg-wanrung sekitar sekolah
didengarkan pendapatnya.

Kedua, soal keberlanjutan
program prioritas, terutama da-
ri perspektif fickal Misal, per-

kiroan snggaran MBG Rp 100
trifiun-Hp 150 triliun per tahun
(Rp 71 triliun untuk 2025), se-
mmuramnunmwumm

bantuan sosial
mﬁ]ﬂutdﬁﬂpmmhm
(20024} menjadi Rp 504.7 triliun
(2025). Makn muncul kekha-
watiran program lain akan ter-
ganggu dan tampaknya begitu.

Inpres No 1/2025 menetap-
kan efisiensi  (pemotongan)
anggaran Rp 306,69 triliunc Rp
2560 triliun dar kementeri-
Mmmmm
triliun dari transfer daerah.

Maksud pemotongan ini efi-
siensl, tetapl tak demikdan di-
haca publik. Lampiran Surat
Menteri Keuangan No S-37/
MEO2/2025 tentang pemo-
tomgzn ind—meski disanghal ke
absahannya (Antaranews,
31/1/2025) menimbulkan  ba-
nyak pertanyann, )

Saat mayoritas (83)
E/L dipotong 20-75 persen, sc-
jumlsh kecil (17) K/L lainoyva
dikecualikan, antara kain Badan
Gizl Nasional, Polri, Kejakssan,
Kementerian Pertahanan, Ba-
dan Intelijen Negara, BPKPR
MPR, dan DI'R.

akan terganggu karena di se-
jumlah kementerian atau lem-
baga, pemotongan tidok me-
mungkinkan mereka bekerja.
Kementerian Pekerjann
Umium, misalmya, yvang anggar-
annya dqﬂ.ﬂmg Rp!u,ﬂa triliun

LLIN R R ]

meriksann keschatzn gratis, se-
kinlah dan kenaikan gji
ASN/TNI/Polri) adalah penge-
lwaran (spending).

Tanpa reformasi pajak struk-
tural stou pemotongan subsidi
yanyg tak efisien (misalnya ener-
g}, scrmua program pmta:
membebani fiskal dan menim-

hungynngmnﬂlhuhﬂ,”:rﬂu
tak berani berinisiatif, lemah
menjalankan  program  kera,
bahkan tinpa elika menyalib-
gunakan posisi merelo.

Celios (2025) mendaftarmya:
Menteri  HAM  kebijukannya
stagnan, tak tegas bertindak
tetapi  kontroversial  Menteri
Koperasi tak punya arah me-

dan me-
reformasi d UMEM.

Menteri  Kehutanan  gagal
mengelola  onsermsi,  tetapi
malah mau membabat 20 juta
hektor hutan demi  ekonomi
dan mengabaikan lingkungan;
Menteri Desa dan Dacrah Ter-
tinggal tak punya strategi mem-
Iahgunakan posisi untuk keper-
luan pritedi, dan hanyak kagi.

Akhirnya, kinerja buruk para

menteri membuat kabinet ter-

mesti serius ditangani.

pembangunan.  Keinginan  Pra-
bowo agar ckonomi tumbuh 8
persen jelns tak didukung olch
kebijakan-kebijakannya yang la-
in Hﬂuﬂhﬁmchtmum] di-

nmdundlnmmmrmh
ruknya tals kelola dan rendab-
nya akuntabilitzs membuat be-
lanija permerintah tak efisien; re-
formasi hukum dan birokrasi

pene-  vang mandek membuat mvestor
i engon datang, ekspor masih
mengandalkan

komoditas lare-
na hilirisssi terbates, sementora
impor malah diproyeksikan naik
micskd dalihmya untuk program
prioritas,

Ewvaluasi prioritas perfu agar
ckonomi tumbul, mungkin tak
pmluqenllmmqﬂhﬁh
inklusif, stabil. berkelanjutan.

Kedun, peninglmtan knpasitas
fiskal dan kapasilas pemerin-
tahan keschoruhan Pengelolaon
mmnwnmtﬂmpﬂm

sional agar kinerja pemerintah-
an tak dikorbankan Perdu di-
pikirkan meningkatkan kemam-
p}nnpunuirﬂ:hwmlri]u-
gi dan membentuk masa

kisrmeiiangin
Trump di AS dan dampalarya
hagti dunia termasuk kita, Su-
dahkah diantisipuas?

Ketiga, apa boleh buat, men-
teri dan kepala lembaga tidak
huhm;lsebﬁnyadmuhn
ja Memckn wjung tombak pe-
merintahan dan kanan
Presiden. Mungkin awalnya di-
tunjuk korena politik balas jasn

mang tak mampu, mereka justru
mengganggu. Maka, seperti jan-
jimwn, Prabowo mesti | meng-
evaluasi kinerja mercka dan se-
gera bertindak agar kabinetoya
lehih  cakap, profesional, dan
kompalk.

Tenihlr.hndlnnsipmnm

rekn yang profesional, bukan
transaksional.



